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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

!Menimbang a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah
4 Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggarahi Pendapatan dan Belanja

BUPATI BENER MERIAH

.

Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran

2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu
ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35\639);

A

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan
Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); :

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang........ N
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16.

17.

18.

15.

20.

21.

',Beraj;M Pemerintah Nomor 23 Tahun 7005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340); '

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575); -

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

'Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasarl Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 'H‘Rglaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 7010 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);
20, PeratulrQmn ......oceee--
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Peraturany’ Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

“ Daeral# (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

23.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik "Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 27 thuri— -210'1'4 tentang Pengelolaan
Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

31. PeraturQm .............



\SQ,‘Pera‘tL}?( Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang

32.

33.

34.

35.

36.

Pedoinan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 14 Tahun 7016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Némor 80 Tahun 2016, tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 874); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor ):

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1583/2019 tentang Hasil
Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020
dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2020;

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020; AN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan
BUPATI BENER MERIAA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .............
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Menetapkan : ERATU?/ BUPATI BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN

ANGGARAN 2020
Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 102.960.557.025,22
b. Dana perimbangan Rp. 631.150.054.000,00
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 310.499.701.264,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.044.610.312.289,22

[N

. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung i e
1) Belanja pegawal ~ Rp. 288.711.309.355,62

2) Belanja bunga i - ,ﬁp 0,00
3) Belanja subsidi Rp. 0,00
4) Belanja hibah Rp. 4.448.600.000,00
5) Belanja bantuan sosial Rp. 11.640.000.000,00
6) Belanja bagi hasil Rp. 1.134.910.635,60
7) Belanja bantuan keuangan Rp. 245.726.246.780,00
8) Belanja tidak terduga Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 554.161 .066.771,22

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 96.822.315.739,00
2) Belanja barang dan jasa Rp. 210.4 13.096.716,50
3) Belanja modal Rp. 183.213.833.062,50
Jumlah Belanja Langsung Rp. 490.449.245.518,00
Jumlah Belanja Rp. 1.044.610.312.289,22
Surplus/ (Defisit) Rp. ' . 0,00
3. Pembiayaan Daerah terdiri dart :
a. Penerimaan ' Rp. 0,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



.

Pasal 3
Pgﬂjéb Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener

Meriah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran II, Lampiran [l dan Lampiran IV Peraturan ini.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal b

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 )

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 12 Nopember 2019 M

P z:r*_;».‘_;\s Rabi’ul Awal 1441 H

Diundangkan di : Redelong
. 12 Nopember 2019 M
N\ 19 Rabi’ul Awal 1441 H

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 32




